
BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 1TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

GAMPONG DIKABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun
Anggaran 2021, pengaturan terkait klaster jumlah penduduk
untuk perhitungan Alokasi Dasar Dana Desa belum sesuai
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Dana Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran
2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 1092);

2. Undang-UndangNomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Dosease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang Perubahan
KeduaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019
Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

11. Peraturan ...
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ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belania Negara Tahun Anggaran
2021;

13.Peraturan Menten Dalam Negri: >mor 11-j Tahun 2014
tentang Pedoman Prmbangunan D

14.Peraturan Menteri Drsa Pembangu Daerah T< . mggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tn g Pedoman i cwenangan
Berdasarkan Hak Asal Usui dan I. van' on Lokal Berskala
Desa;

15.Peraturan Menteri Dalam Negr , mc 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi rnhun 17 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa;

17.Peraturan Menteri Desa Pembangman Da ah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahu> D5 ntang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Jsul ian Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomi 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Dr

19.Peraturan Menteri Desa, Pembanguii. Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2i- tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa ocijagaiman. telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ 1 'MK.07/2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA
2021dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-
19 dan Dampaknya;

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh
Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong
(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran KabupatenAceh Barat Nomor 218);

23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Aceh Barat Tahun 2017 -2022 (Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Nomor 203);

24. Peraturan ...
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24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong;

25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Gampong;

26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan
Penghasilan Tetap Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINC1AN DANA DESA
SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021.

PasalI

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati A Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetap - Rincian Dana Desa
setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat T .an Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 1),
ditambahkan 1(satu) huruf diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan
ketentuan:
a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi gampong dengan
jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satujuta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah
penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu)
jiwa;

c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan
jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000
(lima ribu) jiwa;

d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi gampong dengan
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

e. Rp.801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh

puluh enam ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal II
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Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Oktober 2021M

%9 Shafar 1443 H

DAERAH
H BARATJKABUPAT

MARHABAN

Ditetapi, >n di Meulaboh
pada ta ;. 6 Oktober 2021M

Shafar 1443 H

BARAT,

"MS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 39


